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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG

KETENAGANUKLIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan
orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara, yang
pemanfaataannya bagi pembangunan nasional ditujukan untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa perkembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir dalam berbagai
bidang kehidupan manusia di dunia sudah demikian maju sehingga
pemanfaatan dan pengembangannya bagi pembangunan nasional yang
berkesinambungan dan berwawasan lingkungan perlu ditingkatkan dan
diperluas untuk ikut meningkatkan kesejahteraan dan daya saing
bangsa;

c. bahwa demi keselamatan, keamanan, ketenteraman, kesehatan pekerja
dan anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup,
pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara tepat dan hati-hati serta
ditujukan untuk maksud damai dan keuntungan sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

d. bahwa karena sifat tenaga nuklir selain dapat memberikan manfaat
juga dapat menimbulkan bahaya radiasi, maka setiap kegiatan yang
berkaitan dengan tenaga nuklir harus diatur dan diawasi oleh
Pemerintah;

e. bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipandang perlu membentuk
Undang-undang tentang Ketenaganukliran.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945;

2. Undang-…
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2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGANIKLIRAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan,
pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga
nuklir.

2. Tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apa pun yang
dibebasakan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang
berasal dari sumber radiasi pengion.

3. Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel
bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu
mengionisasi media yang dilaluinya.

4. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir
yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan,
pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan,
ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah
radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. bahan nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi
pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan
yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.

6. bahan galian nuklir adalah bahan dasar untuk pembuatan bahan
bakar nuklir.

7. Bahan bakar nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan proses
transformasi inti berantai.

8. Limbah…
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8. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan
yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena
pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi.

9. Zat radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi pengion
dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g).

10. Pengelolaan limbah radioaktif adalah pengumpulan
pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau
pembuangan limbah radioaktif.

11. Radioisotop adalah isotop yang mempunyai kemampuan untuk
memancarkan radiasi pengion.

12. Instalasi nuklir adalah:

a. reaktor nuklir;

b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan
bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan
ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau

c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir
dan bahan bakar nuklir bebas.

13. Reaktor nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan
bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai
yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau
penelitian, dan/atau produksi radioisotop.

14. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan
beroperasinya reaktor nuklir secara tetap, antara lain, dilakukan
pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran
komponen reaktor, dekontaminasi, dan pengamanan akhir.

15. Kecelakaan nuklir adalah setiap kejadian atau rangkaian kejadian
yang menimbulkan kerugian nuklir.

16. Kerugian nuklir adalah setiap kerugian yang dapat berupa kematian,
cacat, cedera atau sakit, kerusakan harta benda, pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi atau
gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah meledak, atau sifat
bahaya lainnya sebagai akibat kekritisan bahan bakar nuklir dalam
instalasi nuklir atau selama pengangkutan, termasuk kerugian
sebagai akibat tindakan preventif dan kerugian sebagai akibat atau
tindakan untuk pemulihan lingkungan hidup.

17. Pengusaha instalasi nuklir adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang bertanggung jawab dalam pengoperasian instalasi
nuklir.

18. Pihak…
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18. Pihak ketiga adalah orang atau badan yang menderita kerugian
nuklir, tidak termasuk pengusaha instalasi nuklir dan pekerja
instalasi nuklir yang menurut struktur organisasi berada di bawah
pengusaha instalasi nuklir.

Pasal 2

(1) Bahan nuklir terdiri atas:

a. bahan galian nuklir,

b. bahan bakar nuklir, dan

c. bahan bakar nuklir bekas.

(2) Bahan nuklir dikuasai oleh Negara dan pemanfaatannya diatur dan
diawasi oleh Pemerintah

BAB II
KELEMBAGAAN

Pasal 3

(1) Pemerintah membentuk Badan Pelaksana yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas
melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Badan Pelaksana menyelenggarakan penelitian dan pengembangan,
penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir,
produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi bahan bakar
nuklir, produksi radioisotop untuk keperluan penelitian dan
pengembangan, dan pengelolaan limbah radioaktif.

Pasal 4

(1) Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas
melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan
tenaga nuklir.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan
inspeksi.

Pasal 5…
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Pasal 5

Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir yang
bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan
tenaga nuklir.

Pasal 6

Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan, dan tata kerja
lembaga-lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan
Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan
dengan pemanfaatan tenaga nuklir secara komersial.

BAB III
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

(1) Penelitian dan pengembangan tenaga nuklir harus diselenggarakan
dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir
untuk keselamatan, keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan
rakyat.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan terutama oleh dan menjadi tanggung jawab Badan
Pelaksana.

(3) Penelitian dan pengembangan mengenai keselamatan nuklir perlu
diperhatikan untuk mengurangi dampak negatif pemanfaatan tenaga
nuklir.

(4) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana dapat
bekerja sama dengan instansi dan badan lain.

BAB IV
PENGUSAHAAN

Pasal 9

(1) Penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir
hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.


